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AKTA pERDAMAIAN

Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Nph

Pada hari ini, Senin tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama
Ngamprah yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili

perkara-perkara dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, Lahir di Padang, 22 Maret 1988 (usia 33 tahun), Agama
Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
saat ini bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXX,  XXXXXX, XXXXXXK, XXXX  XXXXXXXXX,
XXXXXXXKX XXXXXKXX, XXXXXXXXX XXXXXXX Barat, dalam
hal ini diwakili oleh kuasanya Asep Arif Hamdan,
S.Sy, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor
Hukum/Law Office “Asep Arif Hamdan, S.Sy &
Rekan”, yang beralamat di Jl. Soreang-Banjaran,
Gading Tutuka Recidence, Cangkuang, XXXXXXXXX
XXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

10 Maret 2022 sebagai Penggugat.
dan

TERGUGAT, berusia 33 tahun, Agama lIslam, Pendidikan S1, Pekerjaan
XXXXXXXX  XXXXXX, Saat ini bertempat tinggal di
Komplek Margahayu Permai Jalan Permai 12 No.18,
XXXXXX,  XXXXXX, XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX, dalam hal ini diwakili
oleh kuasa Insidentilnya H.R. Nico Darmawan AR bin
Otto Argadikusuma, yang beralamat di = XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXxxX, RT.007,
XXXXXXK, XXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX — XXXXXXX, berdasarkan surat kuasa

Insidentil tanggal 05 April 2022, sebagai Tergugat.
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yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan

Tergugat) bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti
yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian
melalui mediasi dengan Mediator (Khoirun Nisa, S.H.l.), Hakim Pengadilan
Agama Ngamprah dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan
Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 05 April 2022 sebagai
berikut:

Pasal 1
Para Pihak bersepakat dengan iktikad baik dan tanpa paksaan untuk
menyepakati dan melaksanakan isi kesepakatan ini;

Pasal 2
Para Pihak sepakat bahwa anak pertama yang bernama AK, tanggal lahir
xxxxx 2017, berada di bawah pengasuhan Pihak Il selaku ayah kandungnya,
sedangkan anak kedua yang bernama, AK, tanggal lahir xxxxx 2018, berada
di bawah pengasuhan Pihak | selaku Ibu kandungnya;

Pasal 3
Para Pihak sepakat untuk tidak saling melarang atau membatasi anak
bertemu pihak lain atau memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi satu
sama lain baik pihak pertama atau pihak kedua untuk memberikan kasih
sayang, pendidikan dan perawatan saat sakit, mengajak menginap dan
bermain serta memberikan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua
terhadap anak para pihak.

Pasal 4
Para Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke
dalam akta perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah
pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui
seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Ngamprah menjatuhkan Putusan sebagai
berikut:
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PUTUSAN
Nomor 903/Pdt.G/2022/PA.Nph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di
Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan
perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan
(5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka
semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk
membayarnya;

Menimbang, segala ketentuan perundang-undangan lain yang

bersangkutan dengan perkara ini
MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan
melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut
di atas.

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi,
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bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1443 Hijriyah Hijriah oleh Andi Mia
Ahmad Zaky, S.H.l., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nashihul Hakim, S.H.I.,
dan Muhammad Ali Imron Nst, S.H.l.,, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota
tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.l., M.M.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan

kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Andi Mia Ahmad Zaky, S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Nashihul Hakim, S.H.I. Muhammad Ali Imron Nst, S.H.I
Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.l., M.M.
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses :Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai - Rp 10.000,00
Jumlah : Rp305.000,00
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(tiga ratus lima ribu rupiah).
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